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BAB III 

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLITAR TENTANG PERMOHONAN 

DISPENSASI PERKAWINAN PADA PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH 

(Nomor: 0187/Pdt.P/2014/PA.BL) 

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Blitar  

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Blitar 

Pengadilan Agama Blitar terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 

Kota Blitar, dengan kedudukan antara 7 57-8 9’51 LS dan 111 25’ – 

112 20’ BT. Batas wilayah Pengadilan Agama Blitar adalah sebelah 

Utara Kecamatan Bakung dan Kecamatan Sukorejo. Sebelah Timur 

Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan Wetan. Sebelah Selatan 

adalah Kecamatan Binangun dan Kecamatan Wates. Dan sebelah 

Barat adalah Kecamatan Doko dan Kecamatan Gandusari. 

Pengadilan Agama Blitar terletak pada ketinggian ± 167 meter di 

atas permukaan laut. Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Blitar 

menempati lahan seluas 1.588 m² dengan luas bangunan 890 m
2
 yang 

terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, 

ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip. 

2. Wewenang Pengadilan Agama Blitar  

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 

tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa 

Pengadilan Agama Blitar termasuk Pengadilan Agama kelas 1 A, 

yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan 

41 
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Tingkat Pertama. Wewenang Pengadilan Agama Blitar ada dua, 

yaitu: 

a. Kewenangan Absolut 

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut 

attributie van rechtsmacht merupakan kewenangan yang 

menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.
1
 

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, 

artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi 

suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya 

untuk memeriksa dan memutus perkara.
2
 

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
3
 

a) Perkawinan 

b) Waris 

c) Wasiat 

d) Hibah 

e) Wakaf 

f)  Zakat 

                                                           
1
 Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 

Praktek, (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11. 
2
 Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku ke-2, 

(Edisi 2007), 62. 
3
 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 
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g)  Infaq 

h) Shadaqah dan 

i) Ekonomi syari’ah. 

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi 

kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas 

personalitas keIslaman,
4
 seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu 

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai perkar tertentu sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-Undang ini”.
5
 Artinya bahwa pihak-

pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau 

pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama 

beragama Islam. 

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat pertama, dalam 

hal ini Pengadilan Agama Blitar mempunyai kewenangan absolut 

yang sama, yang pada pokoknya ada Sembilan perkara, yaitu: 

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shadaqah dan ekonomi syariah.  

 

                                                           
4
 Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama 

dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40. 
5
 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahub 1989 tentang Peradilan Agama. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 
 

b. Kewenangan Relatif 

 Pengadilan Agama Blitar membawahi 20 kecamatan antara 

lain: kecamatan Kepanjen Kidul terdiri dari 7 desa, Sanan Wetan 

terdiri dari 7 desa, Sukorejo terdiri dari 5 desa, Bakung terdiri 

dari 11 desa, Binangun terdiri dari 12 desa, Doko tersiri dari 10 

desa, Gandusari terdiri dari 14 desa, Garum terdiri dari 9 desa, 

Kademangan terdiri dari 15 desa, Kanigoro terdiri dari 12 desa, 

Kesamben terdiri dari 10 desa, Nglegok terdiri dari 11 desa, 

Panggungrejo terdiri dari 10 desa, Ponggok terdiri dari 15 desa, 

Sanan Kulon terdiri dari 12 desa, Selopuro terdiri dari 8 desa, 

Selorejo terdiri dari 10 desa, Srengat terdiri dari 16 desa, 

Sutojayan terdiri dari 11 desa, Talun terdiri dari 14 desa, dan 

beberapa kecamatan lainnya. 

3. Landasan Hukum Pengadilan Agama   

Adapun landasan hukum yang menjadi ketentuan-ketentuan 

sebagai aturan dan pedoman bagi Pengadilan Agama adalah:
6
 

a. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB-HIR). 

b. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan 

dan tanah milik 

d. UU No. 20 Tahun 1974 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan 

Madura. 

                                                           
6
 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 

1996), 14 
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e. UU No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan UU No. 4 Tahun 

2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

f. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung. 

g. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

h. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974. 

i. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 23 

Tahun 1954 yang mengatur tentang hokum perkawinan,talak dan 

ruju’. 

j. Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. 

k. Undang-undang  no 41 tahun 2004  tentang wakaf 

l. UU No. 7 Tahun 1989 dengan perubahannya UU No. 3 Tahun 

2006 tentang Peradilan Agama. 

m. Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama RI 

No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 

1991 tanggal 10 Juni Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam. 

n. Keputusan Ketua RI No. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 

1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengadilan Administrasi 

(BINDALMIN) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi 

Agama. 
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o. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1996, Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor 169 B Tahun 1996, tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar 

Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen 

Agama. 

p. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA//027A/SK/VI/2000, tentang Perubahan Biaya Perkara 

Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali. 

 

B. Penetapan Pengadilan Agama Blitar Dalam Menyelesaikan Permohonan 

Dispensasi Perkawinan Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah (No: 

0187/Pdt.P/2014/PA.BL) 

1. Duduk Perkara (posita) Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada 

Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah (No: 

0187/Pdt.P/2014/PA.BL) 

Kasus ini berdasarkan pada penetapan Pengadilan Agama Blitar 

Nomor: 0187/Pdt.P/2014/PA.BL, dimana terdapat seorang pemohon 

yang berumur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, 

bertempat tinggal di Kabupaten Blitar yang ingin menikahkan anak 

kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang masih 

berusia 13 tahun 11 bulan. Anak kandung Pemohon  rencananya akan 

dinikahkan dengan calon suaminya yang berusia 17 tahun, calon 

suami tersebut beragama Islam dan bekerja sebagai buruh tani. 
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Pernikahan tersebut renncanya akan dilaksanakan dan dicatatkan  di 

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten 

Blitar. 

Dalam mengajukan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan 

Agama Kabupaten Blitar anak pemohon telah memenuhi semua 

syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut 

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon yang  belum 

mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu Kantor Urusan Agama 

Kabupaten Blitar menolak perdaftaran pernikahan tersebut dengan 

surat keterangan terlampir. Pemohon merasa bahwa pernikahan anak 

pemohon  tersebut sangat mendesak dan harus dilangsungkan karena 

keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan 

hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak pemohon  

sudah hamil 2 bulan. Disamping itu antara anak Pemohon dan calon 

suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan 

dan anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil ba@ligh serta 

sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedang calon 

suaminya berstatus jejaka 

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka 

Pemohon mengajukan permohonan izin dispensasi nikah untuk anak 

pemohon di Pengadilan Agama Blitar dan memohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Blitar segera memeriksa dan mengadili perkara ini 
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yang selanjutnya menjatuhkan penetapan untuk mengabulkan 

permohonan Pemohon, yaitu dengan memberikan izin dispensasi 

kepada anak Pemohon yang bernama : ANAK PEMOHON agar dapat  

menikah dengan seorang laki-laki bernama : CALON SUAMI. 

2. Proses Persidangan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada 

Perkawinan  Wanita Hamil Di luar Nikah (No: 

0187/Pdt.P/2014/PA.BL) 

Berdasarkan permohonan Pemohon tersebut diatas maka 

ditetapkanlah hari sidang, pada hari sidang yang ditetapkan untuk 

perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim 

berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon 

tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, ternyata Pemohon 

menyatakan bahwa ia tetap melanjutkan permohonannya tersebut, 

oleh karena itu maka lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon 

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.  

Dalam persidangan tersebut Pemohon mengajukan 2 orang 

saksi dan beberapa bukti. Saksi pertama yaitu ANAK PEMOHON, 

yang memberikan keterangan sebagai berikut : 

a. Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon 

tersebut di atas. 

b. Bahwa benar, Ia sudah cocok dan sudah berpacaran dengan Calon 

suaminya sejak lama, oleh karena itu Ia berniat untuk segera 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 
 

menikah dengan Calon suaminya tersebut, namun umurnya masih 

14 tahun  

c. Bahwa nama Calon suaminya adalah CALON SUAMI dan 

umurnya masih 17 tahun  

d. Bahwa atas hubungan cinta tersebut Ia mengaku sulit untuk 

dipisahkan dengan Calon suaminya, Pemohon telah menerima 

lamaran orang tua Calon suaminya 

e. Bahwa Ia sudah bekerja sebagai buruh Tani  

f. Bahwa benar Ia dan Calon suaminya tersebut adalah orang lain 

dan tidak ada hubungan mahram, tidak ada halangan untuk 

menikah, Ia masih perawan dan belum pernah dilamar atau 

dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain, sedang Calon 

suaminya berstatus jejaka, dan tidak ada paksaan dari siapapun 

juga.  

Saksi kedua yaitu CALON SUAMI, yang memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

a. Bahwa benar Ia dan anak Pemohon tersebut telah saling jatuh 

cinta, hubungan sudah sangat akrab, dan sepakat untuk segera 

menikah tapi umurnya masih17 tahun. 

b. Bahwa nama calon istrinya adalah ANAK PEMOHON dan 

umurnya masih 14 tahun. 
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c. Bahwa Ia sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sebagai 

kepala Rumah tangga yang bertanggung-jawab terhadap keluarga, 

ia sudah bekerja Buruh Tani. 

d. Bahwa Ia mengaku orang tuanya telah melamar dan Pemohon 

telah menerimanya. 

e. Bahwa benar Ia dan Anak Pemohon tersebut adalah orang lain dan 

tidak ada hubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, Ia 

masih jejaka dan tidak ada paksaan dari siapapun juga. 

Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam 

persidangan adalah bukti-bukti surat yang berupa : 

a. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan 

Persyaratan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama, tanggal XXXXX bermeterai cukup yang telah 

dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1)  

b. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor : XXXXX yang 

ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten 

Blitar, tanggal XXXXX, bermaterai cukup yang telah dicocokkan 

dengan aslinya, (P.2) 

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXX tanggal 

XXXXX bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan 

aslinya (Bukti P.3) 

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan dikeluarkan 

oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar 
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tanggal XXXXX, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan 

aslinya,diberi tanda (Bukti P.4) 

3. Landasan dan Alasan Penetapan Hakim dalam Menolak Permohonan 

Dispensasi Perkawinan pada Pasangan Hamil di Luar Nikah. 

Pengadilan Agama Blitar dalam menyelesaikan perkara 

permohonan dispensasi perkawinan pada perkawinan wanita hamil di 

luar nikah ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan, diantaranya 

adalah seperti surat-surat dari pihak pemohon, kesaksian dari pihak 

pemohon dan bukti-bukti lain yang diajukan yang telah disebutkan 

sebelumnya.  

Sebelum majelis hakim memutuskan perkara permohonan 

dispensasi nikah ini majelis hakim terlebih dahulu memeriksa bukti-

bukti yang telah diajukan oleh pemohon mulai dari bukti P.1 sampai 

dengan P.4, setelah memeriksa bukti-bukti tersebut Majelis Hakim 

berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh 

Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya 

dan bermaterai cukup. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat 

diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum. 

Kemudian berdasarkan bukti P.2 maka penolakan Kantor Urusan 

Agama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena Anak Pemohon 

nyata-nyata masih dibawah umur minimal untuk menikah. 

Oleh karena itu berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal 

sebagaiman tersebut diatas, maka majelis hakim kemudian dapat 
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memperoleh fakta yang nyata, bahwa anak Pemohon nama ANAK 

PEMOHON usianya saat ini 13 tahun 11 bulan, dan  calon suami 

yang bernama CALON SUAMI usianya saat ini 17 tahun. 

Adapun dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam 

menetapkan perkara permohonan dispensasi perkawinan pada 

pasangan hamil di luar nikah ini adalah dengan berdasarkan fakta-

fakta hukum yang menyebutkan bahwa syarat-syarat melaksanakan 

pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun 

peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali 

syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, 

oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten 

Blitar dengan surat keterangan terlampir. Sedangkan pernikahan 

tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya 

telah berpacaran sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan 

mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon istri sudah hamil 2 

bulan. Disamping itu antara anak Pemohon dan calon suaminya 

tersebut juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. 

Selain fakta tersebut juga diketahui fakta bahwa kedua calon 

mempelai telah datang menghadap di persidangan dan telah 

memberikan keterangan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam 

poin sebelumnya. 

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka 

pada akhirnya majelis hakim dalam menetapkan perkara ini 
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menggunakan dua pertimbangan, yang pertama yaitu berdasarkan   

ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang 

menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria 

telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun, 

sedangkan dalam perkara ini anak Pemohon yang bernama ANAK 

PEMOHON usianya saat ini masih 13 tahun 11 bulan (lahir tanggal 

XXXXX).  

Adapun dasar dan pertimbangan yang kedua yaitu berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang disitu disebutkan  bahwa anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka ANAK PEMOHON 

yang usianya saat ini 14 tahun, masuk dalam katagori anak. Selain itu 

dalam Pasal 1 (satu) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan 

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Perkawinan 

adalah ikatan luhur, ikatan yang sangat kuat (mitha@qan ghali@z{an), 

ikatan yang sulit sekali untuk dipisahkan dalam jangka waktu yang 

lama, dan ini membutuhkan kesiapan mental, jiwa yang matang dan 

kedewasaan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang 

selalu muncul dalam berumah tangga. Sedangkan hakim berpendapat 
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bahwa permasalahan-permasalahan ini tidak dapat dilalui oleh 

seseorang dalam katagori anak. 

Oleh karena itu berdasarkan atas pertimbangan dan bukti-

bukti tersebut di atas, maka majelis hakim menetapkan bahwa 

permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak 

memenuhi ketentuan Undang-undang, oleh sebab itu permohonan 

Dispensasi Pemohon tersebut tidak bisa diterima dan harus ditolak. 

Perkara permohonan dispensasi perkawinan ini ditolak oleh 

Majelis Hakim adalah dengan pertimbangan bahwa perkawinan 

adalah ikatan luhur, ikatan yang sangat kuat (mitha@qan ghali@z{an), 

yang tidak bisa dijalani dengan main-main, oleh karena itu majelis 

hakim berpendapat bahwa sorang anak yang masih dibawah umur  

sangat sulit untuk mencapai mitha@qan ghali@z{an, karena hal ini 

membutuhkan kesiapan fisik, mental, jiwa yang matang dan 

kedewasaan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang 

selalu muncul dalam berumah tangga. Dan permasalahan-

permasalahan ini tidak dapat dilalui oleh seseorang dalam katagori 

anak. Sedangkan dalam perkara ini anak Pemohon yang usianya saat 

ini 13 tahun 11 bulan masuk dalam kategori anak, hal ini berdasarkan 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak yang menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum 
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berusia 18 tahun. Selain itu dalam hal ini kehamilan pemohon tidak 

dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim.
7
 

Selain itu majelis hakim dalam memutuskan perkara ini juga 

menggunakan pertimbangan dari segi kemampuan calon suami untuk  

menafkahi calon istri, yang mana dikhawatirkan akan menimbulkan 

penelantaran kepada istri karena suami tidak mampu memberi 

nafkah. Sedangkan dalam perkara ini calon suami yang telah bekerja 

sebagai buruh tani, dianggap oleh majelis hakim belum mampu untuk 

memberikan nafkah kepada istrinya apabila mereka melangsungkan 

perkawinan. pertimbangan ini didasarkan pada hadis : 

ثَنِِ عُمَارَةُ عَنْ  ثَ نَا الَْْعْمَشُ قاَلَ حَدَّ ثَ نَا أَبِ حَدَّ ثَ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّ حَدَّ
يزَيِدَ قاَلَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالَْْسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ 

لَيْهِ مَعَ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَاباً لََ نََِدُ شَيْئًا فَ قَالَ لنََا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ 
شَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطاَعَ الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ وَسَلَّمَ ياَ مَعْ 

8  وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ باِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاء  
 

 
Artinya : menceritakan Umar bin Hafs bin Giyat dari ayahnya 

berkata Umar Abdurrahman bin Yazid saya masuk bersama 

Alqomah kerumah Abdullah yang sedang bersama Nabi beliau 

berkata: wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu 

mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat 

menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dan 

barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia 

dapat mengendalikanmu. 

 

                                                           
7
 Hasil wawancara dengan Drs. Moch. Anwar Musaddad, MH., Hakim Pengadilan Agama Blitar, 

tanggal 22 April 2015. 
8
 Imam Muslim, S}ah}i>h} Muslim, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2003), 555 
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Mampu yang dimaksud dalam hadis ini tidak saja mampu 

menafkahi secara rohani namun juga mampu menafkahi secara 

jasmani, yakni memberi materi untuk keperluan kehidupan sehari-

hari, jadi Hakim juga mempertimbangkan kehidupan mereka setelah 

berumah tangga, tidak hanya mempertimbangan pada waktu meminta 

dispensasi saja.
9
 

Salah satu majelis hakim Drs. Moh. Anwar Musaddad 

mengemukakan bahwa kriteria dispensasi perkawinan yang dapat 

dikabulkan yaitu apabila usia pemohon sudah mendekati 18 tahun, 

apabila usia pemohon masih jauh dari 18 tahun maka kemungkinan 

dispensasi perkawinan dikabulkan adalah sangat kecil. dalam 

menetapkan perkara dispensasi perkawinan hakim ini sangat 

mengedepankan Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak sebagai landasan hukum. Jadi dalam hal ini segala 

bentuk permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan apapun, 

apabila usianya belum mencapai 18 tahun atau mendekati 18 tahun 

tidak dapat dikabulkan.
10

 

 

                                                           
9
 Hasil wawancara dengan Drs. Moch. Anwar Musaddad MH., Hakim Pengadilan Agama Blitar, 

tanggal 22 April 2015 
10

 Hasil wawancara dengan Drs. Moch. Anwar Musaddad, MH., Hakim Pengadilan Agama Blitar, 

tanggal 22 April 2015 


